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Temanggung Efisiensikan
Anggaran Rp 135 Miliar

TEMANGGUNG

(KR) - Pemerintah

Kabupaten Temang-

gung lakukan efi-

siensi anggaran di

APBD kabupaten

tersebut pada tahun

2025 sebesar Rp 135

miliar. Pj Bupati Te-

manggung Hari

Agung Prabowo me-

ngatakan efisiensi

anggaran di an-

taranya untuk me-

nutup defisit ke-

uangan yang di-

perkirakan menca-

pai Rp 135 miliar.

“Efisiensi ini masih

terus dibahas tim anggaran pemerintah daerah

(TAPD), “ ungkap dia, Rabu (12/2).

Untuk efisiensi ini, Pemkab Temanggung telah

mengeluarkan instruksi bupati. Beberapa efisiensi

dilakukan di bidang belanja, seperti belanja

barang, makan minum, percetakan, listrik dan air.

“Belanja harus di efisiensikan agar anggaran betul-

betul efektif,” tandas Hari Agung.

Dikemukakan, efisiensi anggaran itu akan

didiskusikan dan dibahas bersama DPRD untuk

mendapatkan persetujuan sebab terkait keuangan

harus ada persetujuan dari lembaga legislatif.

Selain efisiensi, lanjut Pj Bupati, pemerintah

pusat juga menghapus sejumlah dana ke daerah.

Di antaranyai dana alokasi khusus (DAK) dan dana

untuk infrastruktur jalan. Sementara dana trans-

fer masih dipelajari, apakah ada rasionalisasi atau

tidak. “Dana transfer masih menunggu petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknisnya,” jelasnya.

Dia mastikan untuk pelayanan dasar pemerintah

tetap berjalan dan tetap menjaga kualitas atau ti-

dak ada pengurangan karena pelayanan masyara-

kat tidak boleh dibatasi dan terganggu. Dikatakan,

pemberian makan bergizi gratis tetap berjalan dan

diutamakan karena program astacita presiden

Prabowo.

“Instruksi dari menteri dalam negeri juga

memastikan Visi Misi Kepala Daerah harus sesuai

dengan visi misi Presiden. “Jadi, makan bergizi

gratis tetap berjalan di Kabupaten Temanggung,”

tegas Hari Agung. (Osy)-f

SUKOHARJO (KR) -

Polres Sukoharjo mengge-

lar latihan pengendalian

massa (Dalmas) di

Lapangan Presisi Polres

Sukoharjo, Rabu (12/2), di-

pimpin Wakapolres Suko-

harjo Kompol Pariastutik.

Kegiatan ini dimaksud un-

tuk meningkatkan kesia-

pan personel dalam menja-

ga keamanan dan ketert-

iban masyarakat (Kamtib-

mas) menjelang pelan-

tikan Bupati dan Wakil

Bupati Sukoharjo  hasil

Pilkada 2024.

Latihan pengendalian

massa diikuti oleh 174 per-

sonel yang terdiri dari ang-

gota Satsamapta, Polwan,

serta anggota Polsek ja-

jaran. Materi pelatihan di-

berikan oleh Kasat Sa-

mapta AKP Sri Haryanto,

dengan fokus pada keten-

tuan dalam Perkap Nomor

01 Tahun 2009 tentang

Penggunaan Kekuatan

Kepolisian serta Perkap

Nomor 16 Tahun 2006 ten-

tang Pedoman Pengenda-

lian Massa.

Kapolres Sukoharjo

AKBP Anggaito Hadi

Prabowo menyampaikan

bahwa latihan ini untuk

meningkatkan profesional-

isme personel dalam me-

nangani berbagai situasi

yang memerlukan tin-

dakan pengendalian mas-

sa secara efektif dan sesuai

prosedur. “Kami berkomit-

men untuk selalu mening-

katkan kemampuan perso-

nel dalam menghadapi

berbagai dinamika Kam-

tibmas, khususnya menje-

lang pelantikan kepala da-

erah hasil Pilkada

serentak,” jelasnya.

Dengan latihan ini, lan-

jut Kapolres, pihaknya da-

pat memastikan bahwa

anggota di lapangan me-

mahami tahapan pengen-

dalian massa dan dapat

bertindak sesuai dengan

aturan yang berlaku.

Latihan juga menggu-

nakan berbagai peralatan

pendukung, seperti perala-

tan Dalmas, kendaraan

Rainmas, kendaraan taktis

(Rantis), serta mobil public

address untuk mendukung

komunikasi di lapangan.

Sebelumnya, Polres

Sukoharjo juga menggelar

apel pasukan Operasi

Keselamatan Candi 2025

di lapangan Presisi Polres

Sukoharjo, Senin (10/2).

Apel yang dipimpin Ka-

polres Sukoharjo itu

menandai dimulainya

operasi ykeselamatan ang

berlangsung selama 14

hari, 10-23 Februari 2025.

“Operasi Candi 2025 dige-

lar untuk meningkatkan

kepatuhan dan disiplin

masyarakat dalam berlalu

lintas serta menurunkan

angka pelanggaran mau-

pun kecelakaan lalu lintas.

“Operasi Keselamatan

Candi 2025 di wilayah

hukum Sukoharjo menge-

depankan kegiatan pre-

emtif dan preventif yang

disertai dengan penegakan

hukum secara humanis

dan edukatif. “Saya ber-

harap jajaran satuan lalu

lintas mampu mengubah

mindset masyarakat agar

lebih sadar dan taat atur-

an lalu lintas. Jika ker-

jasama antara Polri, TNI,

pemerintah, dan masyara-

kat terjalin dengan baik,

maka kamseltibcarlantas

akan tercipta secara ala-

mi,” tegas AKBP Anggaito

Hadi Prabowo. (Mam)

KARANGANYAR (KR)

- Gerakan Mahasiswa

Nasional Indonesia (GM-

NI) Jawa Tengah mende-

sak segera digelar kongres

persatuan untuk menyu-

dahi dualisme kepenguru-

san di tingkat DPP.

Adanya kisruh di tingkat

pengurus pusat membuat

organisasi ini runyam

karena GMNI pusat terbe-

lah menjadi kubu Imanuel

dan kubu Arjuna.

“Sudah enam tahun ter-

jadi dualisme kepenguru-

san. Kondisi ini menjadi

faktor penghambat roda

organisasi dan kaderisasi,

juga berakibat pada suatu

kondisi yang kontra revo-

lusioner serta memicu na-

rasi perpecahan di tingkat-

an daerah,” kata Ketua

DPD GMNI Jateng, Andi

Harisa Pane, Rabu (13/2).

Menurutnya, kisruh itu

berlarut-larut usai kongres

di Ambon pada 2019 lalu.

Guna menyikapi kondisi

tersebut, ia bersama 23

DPC GMNI Kabupaten/-

Kota se-Jateng menuntut

untuk segera dilaksanka-

nya kongres persatuan

dalam tubuh DPP GMNI.

“Bentuk keprihatinan kami

di daerah, menggelar aksi

pernyataan sikap. Per-

tama, menolak dualisme

kepemimpinan dalam

tubuh GMNI,” tandas Andi.

Kedua, mendesak segera

diselenggarakannya Kong-

res Persatuan. Ketiga, ti-

dak melegitimasi Dewan

Pimpinan Pusat (DPP)

manapun sampai adanya

Kongres Persatuan.

Keempat, tidak akan ikut

serta apabila kongres

hanya diselenggarakan

hanya oleh salah satu

kubu Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) GMNI.

“Apabila kedua DPP ti-

dak mampu menyeleng-

garakan kongres persatu-

an. DPD-DPC GMNI se-

Jawa Tengah bersedia

menfasilitasi penyeleng-

garaan kongres persatu-

an,” tegas Andi Pane.

Andi mengatakan per-

nyataan sikap ini di-

lakukan untuk menyadar-

kan kedua belah pihak.

Harapannya, DPP GMNI

agar kembali pada tang-

gung jawab mereka seba-

gai pengurus dan mema-

tuhi aturan organisasi.

Aaksi pernyataan sikap

tersebut  diikuti kurang

lebih 70 tamu undangan

yang terdir dari jajaran pe-

ngurus DPD GMNI Jawa

Tengah dan perwakilan

dari 23 DPC GMNII de-

Jawa Tengah.          (Lim)-f

TOLAK DUALISME KEPEMIMPINAN DPP

GMNI Jateng Akan Gelar Kongres

MENJELANG PELANTIKAN BUPATI-WABUP SUKOHARJO

Polres Gelar Latihan Pengendalian Massa

KR-Dok Polres Sukoharjo
Latihan pengendalian massa menjelang pelan-

tikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.

JAWATENGAH

CIPTAKAN EKONOMI DIGITAL

Bank BPD DIY Dukung Aktivasi IKD 
Prabowo . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Razman- . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Harvey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

Hasto . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

KR-Zaini Arrosyid
Hari Agung Prabowo

KR-Istimewa
Pengurus DPD GMNI Jateng serta stakeholder

usai aksi pernyataan sikap.

Terakhir Prabowo diminta oleh seluruh peserta kongres

untuk menjadi formatur tunggal partai. Hal ini membuat

Prabowo mendapatkan mandat untuk menyempurnakan

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta susunan

pengurus DPPPartai Gerindra. Dengan adanya keputusan

dalam KLB ini, Muzani berharap seluruh kader tingkat

pusat hingga daerah mau mendukung Prabowo dalam

mewujudkan cita-cita bangsa.

"Kami berharap dukungan terus menempel kepada beli-

au selama lima tahun ke depan, sehingga beliau memiliki

keyakinan dan semangat untuk menjalankan tugasnya,"

tegas Muzani. (Ant)-f

"Serta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian

dalam mengamankan persidangan," tegas Yanto.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025, berita acara

sumpah advokat Razman dibekukan karena kegaduhan di

PN Jakarta Utara, Kamis (6/2). Kegaduhan itu dinilai

berimplikasi pada citra, muruah, dan wibawa pengadilan.

"Advokat Razman Arif telah terbukti melanggar kode etik

advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap

sebagai advokat," demikian petikan penetapan tersebut.

Pertimbangan yang sama juga menjadi alasan pem-

bekuan berita acara sumpah advokat Firdaus dalam

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor

52/KPT.W29/HM.1.1.1/ll/2025. Firdaus dinilai melanggar

poin sumpah atau janji menjaga tingkah laku dan men-

jalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat,

dan tanggung jawab sebagai advokat.                 (Ant/Has)-d

Selatan pada Jumat (10/1) melawan KPK.

Permohonan praperadilan tersebut teregister dengan

nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Penyidik KPK pada 24 Desember 2024, menetapkan

dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun

Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat

Donny Tri Istiqomah (DTI). KPK menegaskan sudah

mengikuti prosedur dengan mengumpulkan bukti, ta-

hapan penyelidikan dan penyidikan untuk penetapan

tersangka Hasto terkait kasus suap dan perintangan

penyidikan Harun Masiku.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengung-

kapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI

untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar

dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggo-

ta DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan

(Sumsel) I. HK juga diduga mengatur dan mengenda-

likan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan

uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan

melalui Agustiani Tio Fridelina.                      (Ant/Has)-f

Penambahan hukuman tersebut ditetap-

kan setelah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta menerima permintaan

banding dari penuntut umum dan

Mochtar.

"Mengubah putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada

Pengadilan Negeri (PN) PN Jakarta Pusat

yang dimintakan banding mengenai

lamanya pidana penjara dan pidana tam-

bahan uang pengganti," kata Hakim Ketua

Catur Iriantoro dalam pembacaan putusan

banding oleh majelis hakim di Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta, Kamis.

Selain pidana penjara, Majelis Hakim tu-

rut memperberat pidana denda yang di-

jatuhkan kepada Mochtar menjadi Rp 1

miliar, dengan ketentuan apabila tidak

dibayar maka akan diganti (subsider) 6 bu-

lan kurungan.                                (Ant/Obi)-d

14 Februari 2025

YOGYA(KR) - Bank BPD

DIY sebagai Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) yang

dimiliki Pemda DIY dan

Pemkab/Pemkot se-DIY

mendukung penuh program

digitalisasi identitas kepen-

dudukan. Program layanan

jemput bola aktivasi Iden-

titas Kependudukan Digital

(IKD) yang diinisiasi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat,

Kalurahan, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (PMK

Dukcapil) DIY tersebut di-

gencarkan dalam rangka

mendorong kepemilikan IKD

di DIY.

Layanan jemput bola ak-

tivasi IKD pada 2025 ini

menyasar seluruh instansi

dan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), termasuk

BUMD di lingkungan

Pemda DIY. Bank BPD DIY

mendapatkan jadwal

layanan jemput bola akti-

vasi IKD di Kantor Pusat

Bank BPD DIY, Rabu (12/2).

Sebanyak 225 pegawai dari

total sekitar 1.600-an pe-

gawai Bank BPD DIY ber-

hasil aktivasi IKD.

Direktur Utama (Dirut)

Bank BPD DIY Santoso

Rohmad menilai, program

layanan jemput bola ini sa-

ngat bagus dan pihaknya

mendukung apa yang menja-

di program Pemerintah ber-

kaitan dengan digitalisasi

identitas kependudukan.

Program akan mempercepat

proses digitalisasi perbankan

atau menciptakan ekosistem

digital dalam perbankan.

(Ira)-f

KR-Istimewa 
Pegawai Bank BPD DIY melakukan aktivasi IKD

dibantu petugas Dinas Dukcapil DIY.


